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PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH


Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 dan RPJMN 2015-2019  perlu kita jadikan momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan nasional maupun daerah dalam mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat memperkuat keberdayaan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dimulai dan dilakukan sejak proses perencanaan. 
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Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ) Tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah : 

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri,
     dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Untuk  mewujudkan Visi  tersebut, ditempuh melalui 7 (tujuh)  Misi Pembangunan yaitu :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
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A. Strategi RPJMN 2015-2019
Secara umum Strategi Pembangunan Nasional menggariskan hal-hal sebagai berikut:
1. Norma  Pembangunan  yang  diterapkan  dalam  RPJMN  2015-2019 adalah sebagai berikut : 
a. Membangun  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia dan masyarakat.
b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan  ketimpangan  yang makin  melebar  yang  dapat  merusak  keseimbangan pembangunan.  Perhatian  khusus  kepada  peningkatan produk-tivitas  rakyat  lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan  pelaku-pelaku  besar  untuk  terus  menjadi  agen pertumbuhan.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
c. Aktivitas  pembangunan  tidak  boleh  merusak,  menurunkan daya  dukung  lingkungan  dan mengganggu  keseimbangan ekosistem. 


2. Tiga Dimensi Pembangunan;
a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.
Pembangunan  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  manusia dan masyarakat  yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia  unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik  melalui pendidikan,  kesehatan dan perbaikan gizi.  Manusia  Indonesia unggul  tersebut  diharapkan  juga mempunyai  mental  dan  karakter  yang  tangguh dengan perilaku  yang  positif  dan  konstruktif.   Karena  itu pembangunan  mental  dan karakter menjadi  salah  satu prioritas  utama  pembangunan,  tidak  hanya  dibirokrasi tetapi  juga pada  seluruh  komponen  masyarakat,  sehingga akan dihasilkan  pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja  keras,  taat  aturan  dan  paham  terhadap karakter  usaha  tempatnya bekerja;  serta masyarakat  yang tertib  dan  terbuka  sebagai  modal  sosial  yang  positif bagi pembangunan,  serta  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman bagi sesama.
b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas: 
· Kedaulatan  pangan.  Indonesia  mempunyai  modal  yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
· Kedaulatan  energi  dan  ketenagalistrikan.  Dilakukan dengan  memanfaatkan  sebesar-besarnya  sumber  daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
· Kemaritiman  dan  kelautan.  Kekayaan  laut  dan  maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. 
· Pariwisata  dan  industri.  Potensi  keindahan  alam  dan keanekaragaman  budaya  yang unik  merupakan  modal untuk  pengembangan  pariwisata  nasional.  Sedangkan industri diprioritaskan  agar  tercipta  ekonomi  yang berbasiskan  penciptaan  nilai  tambah dengan  muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.
c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan. 
Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk  seluruh  masyarakat  di seluruh  wilayah.  Karena  itu pembangunan  harus  dapat  menghilangkan/memperkecil kesenjangan  yang  ada,  baik  kesenjangan  antar kelompok pendapatan,  maupun kesenjangan  antar wilayah,  dengan prioritas : Wilayah  desa,  untuk  mengurangi  jumlah  penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa; Wilayah pinggiran; Luar Jawa; serta Kawasan Timur Indonesia.
3. Kondisi  sosial, politik, hukum,  dan keamanan yang stabil diperlukan  sebagai  prasyarat pembangunan  yang  berkualitas.  Kondisi perlu tersebut antara lain : a)  Kepastian dan penegakan hukum; b)  Keamanan dan ketertiban; c)  Politik dan demokrasi; dan d)  Tetakelola dan reformasi birokrasi.
4. Quickwins  (hasil  pembangunan  yang  dapat  segera  dilihat hasilnya).   Pembangunan  merupakan proses  yang  terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah  pembangunan  yang  sedang berjalan, sekaligus  untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.
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B. Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)
Untuk  menunjukkan  prioritas  dalam  jalan  perubahan  menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan  berkepribadian  dalam  kebudayaan,  dirumuskan  9 (sembilan)  agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara

2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
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[bookmark: _GoBack]Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka  pembangunan  nasional  2015-2019  akan  diarahkan  untuk mencapai sasaran utama yang mencakup :
1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat:
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
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Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan  strategis  dan  tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia  ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:
1. Meningkatkan  Pertumbuhan  Ekonomi  yang  Inklusif  dan Berkelanjutan.   
Pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  tinggi  dan berkelanjutan  merupakan  landasan  utama  untuk  mempersiapkan  Indonesia  lepas  dari  posisi  sebagai  negara berpendapatan menengah  menjadi  negara  maju.  Pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui  penguatan  pertanian,  perikanan  dan  pertambangan, berkembangnya  industri  manufaktur  di  berbagai  wilayah,  modernisasi  sektor  jasa,  penguasaan  iptek  dan  berkembangnya inovasi,  terjaganya  kesinambungan  fiskal,  meningkatnya  daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah  (UMKM)  dan  koperasi,  serta  meningkatnya ketersediaan  lapangan  kerja  dan  kesempatan  kerja  yang berkualitas.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA)  yang Berkelanjutan.  
Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas  produksi  melalui  peningkatan  produktivitas  dan  perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi  pertanian  dan  perikanan,  meningkatkan  produktivitas sumber  daya  hutan,  mengoptimalkan  nilai  tambah  dalam pemanfaatan  sumber  daya  mineral  dan  tambang  lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan  efisiensi  dan  pemerataan  dalam  pemanfaatan energi,  mengembangkan  ekonomi  kelautan  yang  terintegrasi antar sektor  dan  antar wilayah,  dan  meningkatnya  efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.
3. Mempercepat  Pembangunan  Infrastruktur  Untuk  Pertumbuhan dan Pemerataan.  Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk  memperkuat  konektivitas  nasional  untuk mencapai  keseimbangan  pembangunan,  mempercepat  penyediaan  infrastruktur  perumahan  dan  kawasan  permukiman  (air  minum  dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan  dan  energi  untuk  mendukung  ketahanan  nasional,  dan mengembangkan  sistem  transportasi  massal  perkotaan. Kesemuanya  dilaksanakan  secara  terintegrasi  dan  dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana 
Alam  dan  Penanganan  Perubahan  Iklim.  Arah  kebijakan peningkatan  kualitas  lingkungan  hidup,  mitigasi  bencana  dan perubahan  iklim  adalah  melalui  peningkatan  pemantauan  kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko  bencana,  meningkatkan  ketangguhan  pemerintah  dan masyarakat  terhadap  bencana,  serta  memperkuat  kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
5. Penyiapan  Landasan  Pembangunan  yang  Kokoh.  
Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan  publik  yang  didukung  oleh  birokrasi  yang  bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas  penjagaan  pertahanan  dan  stabilitas  keamanan nasional,  dan  meningkatnya  peran  kepemimpinan  dan  kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan  Rakyat  Yang  Berkeadilan.  
Sumberdaya manusia  yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah; meningkatnya  kompetensi  siswa  Indonesia  dalam  Bidang Matematika, Sains  dan  Literasi;  meningkatnya  akses  dan  kualitas  pelayanan kesehatan,  terutama  kepada  para  ibu,  anak,  remaja  dan  lansia; meningkatnya  pelayanan  gizi  masyarakat  yang  berkualitas, meningkatnya  efektivitas  pencegahan  dan  pengendalian  penyakit  dan  penyehatan  lingkungan,  serta  berkembangnya  jaminan kesehatan.

7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. 
Pembangunan  daerah  diarahkan  untuk  menjaga  momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan  kinerja  pusat-pusat  pertumbuhan  wilayah  di Kalimantan,  Sulawesi,  Nusa  Tenggara,  Maluku,  dan  Papua; menjamin  pemenuhan pelayanan  dasar  di  seluruh  wilayah  bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal  dan  kawasan  perbatasan;  membangun  kawasan perkotaan dan  perdesaan;   mempercepat  penetapan  Rencana Tata  Ruang  Wilayah;  dan mengoptimalkan  pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
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Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. 
Secara garis besar, beberapa prioritas pembangunan yang dimulai pada tahun pertama RPJMN mencakup : kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warga negara yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, masyarakatnya harmonis antar kelompok sosial, postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. 
	Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan
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	SASARAN RKP DALAM RPJMN
	INDIKATOR / LOKASI
	2015
	2016

	SASARAN MAKRO
	-
	Pertumbuhan Ekonomi (%)
	5,0
	6,6

	
	-
	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)
	47,80
	52,68

	
	-
	Inflasi (%)
	5,0
	4,0

	
	-
	Rasio Penerimaan Pajak thd PDRB (%)
	13,2
	14,2

	
	-
	Tingkat Pengangguran (%)
	5,00
	5,2 - 5,5

	
	-
	Tingkat Kemiskinan (%)
	10,00
	9,0 - 10,0
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Sejalan dengan visi, misi dan prioritas pembagunan nasional Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan arah pembangunan Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dengan Visi Pembangunan :
 “ Lampung Maju dan Sejahtera ”
Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung menjadi daerah yang maju dan berdaya saing. Maju mempunyai konotasi modern atau industrialized. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan civilization (politik dan hukum). Perekonomian yang maju umumnya berbasis industri, perdagangan, dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang mantap dan memadai. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan merata.
Secara komparatif, Provinsi Lampung didukung oleh letak geografis yang strategis dan ketersediaan sumber daya alam serta pertanian yang handal. Secara kompetitif, dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi maka ketersediaan SDM berkualitas dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah, namun tentu saja tetap memperhatikan jatidiri yang berbasis Ekonomi Kerakyatan. Dengan tingginya kualitas SDM maka proses pemberdayaan ekonomi rakyat akan terjadi secara alamiah yang pada akhirnya akan mendorong sector pembangunan.
Provinsi Lampung memiliki birokrasi pemerintah yang bersih bebas korupsi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang berorientasi melayani. Birokrasi pemerintah yang visioner akan menjadi faktor pendukung jika didorong dengan kebijakan, fasilitasi dan melindungi proses peningkatan kemakmuran yang berbasis pada prinsip kewirausahaan.
Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memastikan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang disajikan. Dimensi pelayanan yang menjadi fokus peningkatan kualitas pelayanan publik terdiri dari prosedur pelayanan, persyaratan, kejelasan petugas, kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan, keadilan, kesopanan dan keramahan, kewajaran dan kepastian biaya, kepastian jadwal, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. 
Birokrasi pemerintah daerah yang baik akan mampu menyediakan pembiayaan pembangunan dari hasil pengembangan ekonomi daerah dimana pemerintah mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setinggi-tingginya untuk menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Provinsi Lampung merupakan daerah yang berkemandirian dan berkeadilan sosial, politik, hukum, ekonomi serta disokong oleh proses demokratisasi. Cita-cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh masyarakat Lampung yaitu menjadikan Provinsi Lampung lebih makmur dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Lampung yang makmur yaitu Lampung yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia akan menentukan nasib sendiri dengan segala potensi yang dimiliki oleh sumberdaya wilayah dan sumberdaya manusianya sebagai bentuk kemandirian dan kemajuan.
Kemakmuran akan terjadi ketika keswasembadaan atau kemandirian dalam berbagai kebutuhan kehidupan dan pembangunan tercapai. Swasembada pangan, pertanian non pangan, energi, dan produk teknologi mengurangi ketergantungan sumber dari luar negeri. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang civilized dan berkeadilan (justice for all) yang memiliki sistem dan kelembagaan politik, dan hukum yang mantap, serta berkehidupan demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, bebas berpendapat, menggunakan hak politik, kesamaan di depan hukum, menjunjung tinggi HAM, beretika, displin, tertib, serta menghargai profesi.
Provinsi Lampung merupakan daerah sejahtera dengan budaya luhur. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah) derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak.
Tanah Sai Bumi Ruwa Jurai, sejahtera melalui revitalisasi dan transformasi budaya Lampung, masyarakat Lampung menjadi lebih kreatif, produktif, dan inklusif yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dengan segala potensi dan kelebihan yang dimiliki.
Untuk mencapai tujuan visi  Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2014-2019 tersebut, disusun 5 (lima) misi dan agenda kerja sebagai berikut :
Misi-1:	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah
Misi ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (pro investment) di berbagai sector dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi diimbangi pula dengan pemerataan dan mengurangi ketimpangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat.
Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.
Penciptaan daya saing berkelanjutan merupakan perkuatan ekonomi sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi. Produktivitas barang dan jasa dengan kualitas tinggi dan berdaya saing akan meningkatkan nilai tambah produk dan penguatan kemandirian daerah yang diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.
Dampak akhir dari pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Urusan pemerintahan yang terkait dengan misi 1 antara lain: urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, urusan kehutanan, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan ketahanan pangan, urusan koperasi dan umkm, urusan penanaman modal dan perijinan, serta urusan pariwisata.
Misi-2:	Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial
Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastruktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi darat, air, sungai, udara, energi, dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan serta untuk meningkatkan pelayanan social bagi kebutuhan dasar masyarakat.
Urusan pemerintahan yang terkait dengan misi 2 antara lain: urusan pekerjaan umum, urusan perhubungan, urusan penataan ruang, urusan perumahan, urusan energi dan sumberdaya mineral, serta urusan ketransmigrasian.
Misi-3:	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat, dan toleransi kehidupan beragama
Misi ini adalah upaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang. Pengembangan SDM berkualitas didukung dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas jasmani (keolahragaan), kesehatan dan pengendalian pertumbuhan penduduk dan transmigrasi. Pada gilirannya, SDM yang berkualitas akan mampu menguasai IPTEK, diperkuat ciri yang inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi golongan masyarakat yang kurang mampu peningkatan kualitas SDM akan didukung oleh pelayanan kesejahteraan social yang memadai.
Peningkatan kualitas budaya masyarakat Lampung yang direaktualisasi, direvitalisasi, dan ditransformasi, melalui redefinisi 5 (lima) prinsip kehidupan masyarakat Lampung, yaitu : 1. Pi’il pesenggiri; 2. Sakai Sambayan; 3. Nemui Nyimah; 4. Nengah Nyappur; dan 5. Bejuluk Beadek. Redefinisi prinsip kehidupan Lampung menitikberatkan pada pemaknaan budaya yang konstruktif, transformative, kreatif, dan produktif serta bernilai sosial dan ekonomi yang tinggi. Sebagai upaya menopang masyarakat berbudaya, perlu dibina masyarakat yang agamis (beriman, bertaqwa, toleran, dan berbudi pekerti luhur).
Urusan pemerintahan yang terkait dengan misi 3 antara lain: urusan pendidikan, urusan perpustakaan, urusan kesehatan, urusan kebudayaan, urusan sosial, urusan ketenagakerjaan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, urusan kepemudaan dan olahraga, dan urusan agama.
Misi-4:	Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan diperbaiki dengan meningkatkan kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Selain itu juga diupayakan memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan pada semua fasilitas umum, social dan wilayah pemukiman.
Urusan pemerintahan yang terkait dengan misi 4 antara lain: urusan lingkungan hidup, urusan energi sumberdaya mineral, urusan kehutanan.
Misi-5:	Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hokum, dan menegakkan hokum serta memberantas KKN.
Juga upaya mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan dengan berorientasi pada pelayanan publik prima. 
Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 5 antara lain : urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, urusan pertanahan, urusan perencanaan pembangunan, urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, urusan kearsipan, urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
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Pernyataan tujuan dan sasaran dipaparkan pada tabel keterkaitan dari setiap misi pembangunan, yaitu :

[bookmark: _Toc422215816][bookmark: _Toc422992342]Tabel 4. 2
Tujuan Dan Sasaran Rpjmd Provinsi Lampung 2015-2019

	MISI
	TUJUAN
	SASARAN

	Misi Kesatu: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Kemandirian Daerah 
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah (LPE= rata-rata 6,5% s/d 7,5% hingga tahun 2019 ; Gini Rasio = 0,23; 
Indeks Williamson=   0,21) .
	1.  Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung (hingga tahun 2019 rata-rata tumbuh sebesar 4,5% dan kontribusi rata-rata sebesar 40%);
2. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari;
3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung (hingga tahun 2019 rata-rata tumbuh sebesar 5% dan kontribusi sebesar 13% s/d 15%);
4. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi Lampung  (hingga tahun 2019 rata-rata kontribusi perdagangan besar dan eceran sebesar 15% per tahun dan kontribusi eksport sebesar 45% s/d 60% per tahun);
5. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah;
6. Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah (hingga tahun 2019 rata-rata kontribusi sebesar 17% per tahun);
7. Berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah.
8. Mengembangkan Penganekaragaman, keamanan pangan, Ketersediaan Cadangan Pangan dan Akses Pangan serta Distribusi Pangan.

	Misi Kedua:
Meningkatkan Infrastruktur  Untuk Pengembangan Ekonomi Dan  Pelayanan Sosial
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah.
	1. Tersedianya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
3. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);
5. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung dari 72 % menjadi 78% di akhir tahun 2019;

	Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas pendidikan Iptek dan Inovasi, kesehatan, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran
	Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyaralat yang cukup tinggi dan berkualitas

	1. Menurunnya angka buta aksara dari 95% m;jadi 98% di akhir tahun 2019
2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 12 tahun ;
3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dengan meningkatkan APM SMA/sederajat menjadi 78% dan APK Perguruan Tinggi menjadi 30%

	
	Meningkatkan  indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat yang cukup tinggi
	1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan AKB dari 7,11/1000 KH tahun 2012 menjadi 6,6.1000 KH tahun 2019


	
	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya
	1. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

	
	Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat
	1. Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban

	
	Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja
	1. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;

	
	Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga
	1. Meningkatnya indeks pembangunan dan kesetaraan gender dari 63,5 tahun 2012 menjadi 68,5 tahun 2019;
2. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan keluarga;
3. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;


	
	Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran
	1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;





	Misi Keempat: Meningkatkan Pelestarian SDA Dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang   Berkelanjutan
	Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan  pembangunan.
	1. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan serta perlindungan dan konservasi SDA;
2. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
3. Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis.

	
	Meningkatkan kapasitas dan kinerja SDM, sehingga mampu menjadi pelaku difusi dan inovasi teknologi
	1.  Meningkatkan kapasitas dan   kapabilitas kelembagaan litbang daerah;



	
	Meningkatkan jalinan kerjasama dan hubungan sinergitas antar lembaga iptek di daerah
	1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya Iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdaya guna bagi daerah;

	
	Mempercepat pengembangan dan penerapan inovasi teknologi
	1. Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti;

	
	Menguatkan kelembagaan pelaku bisnis, keirausahaan, iklim investasi yang kondusif, skema pembiayaan bisnis berbasis inovasi teknologi
	1.  Meningkatkan produktivitas litbang daerah untuk memenuhi kebutuhan teknologi;
2. Meningkatkan pendayagunaan Iptek daerah untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesadaran masyarakat
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Selaras dengan prioritas  pembangunan nasional (NAWACITA) dan untuk mewujudkan sinergi pelaksanaan pembangunan antara pemerintah dan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan prioritas pembangunan Provinsi Lampung yang dituangkan di dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019, yaitu :
1) Pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang terutama difokuskan pada wilayah perdesaan, daerah terisolasi/tertinggal, sentra produksi, dan kawasan pertumbuhan baru. 
2) Pengembangan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, jaminan keamanan, kepastian hukum, dan promosi peluang investasi. 
3) Reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang prima dan sinergi pembangunan dengan Kabupaten/Kota. 
4) Mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan infrastruktur pertanian, serta pengembangan agribisnis pada kawasan sentra komoditi unggulan pertanian. 
5) Meningkatkan kualitas, kemudahan, dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama keluarga miskin.
6) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta melestarikan dan mengintegrasikan budaya Lampung dalam pengembangan pariwisata daerah.

Sejalan dengan RKP Tahun 2016 yang mengarahkan prioritas pembangunan nasional pada program kedaulatan pangan, maritim, industri, pemerataan pembangunan, serta pembangunan infrastruktur ; Pemerintah Provinsi Lampung telah pula menetapkan prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2016 yang bertema :  “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” melalui 8 (delapan) jalur prioritas pembangunan, yaitu:
Pertama 	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;
Kedua	Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional;
Ketiga	Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan;
Keempat	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
Kelima	Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;
Keenam	Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif;
Ketujuh	Mengembangkan industri, pariwisata  dan ekonomi kreatif serta meningkatan daya saing koperasi & UMKM; 
Kedelapan	Memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana.
Program Prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

A. 	Bidang Infrastruktrur
· Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh Lampung untuk memperlancar roda perekonomian rakyat. 
· Membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi jalan di seluruh Lampung dan bertindak cepat untuk melakukan perbaikan.
· Fokus pada jalan-jalan utama yang menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok sehingga pasokan tidak terhambat dan harga tetap stabil.
· Meningkatkan kualitas dan lebar jalan provinsi yang menghubungkan dengan Sumatera Selatan dan jalur penyeberangan menuju pulau Jawa.
· Membangun jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan.
· Memperbaiki infrastruktur di perdesaan, daerah terisolasi/tertinggal, sentra produksi, dan kawasan pertumbuhan baru.
· Membangun bandara dan pelabuhan laut yang berstandar internasional.
· Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan listrik.
Target kondisi di atas sejalan dengan target sasaran prioritas yang ingin dicapai pada Tahun 2016 RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagai berikut :
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Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Bidang Infrastruktur Tahun 2016
	Prioritas Pembangunan
	Program/ Pembangunan 
	Kinerja
	SKPD

	
	
	Indikator
	Target
	

	
	
	
	2015
	2016
	

	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
	Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan pada sentra produksi rakyat serta kawasan strategis dan cepat tumbuh
	60%
	67%
	Dinas Pengairan dan Pemukiman

	
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
	Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan serta penataan lingkungan perdesaan
	65%
	75%
	Dinas Pengairan dan Pemukiman

	
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan SDA lainnya
	Peningkatan konservasi sumber daya air (SDA) serta pengelolaan yang bijak, agar SDA dapat dimanfaatkan pada masa kini dan sebagai cadangan untuk masa datang
	75%
	79%
	Dinas Pengairan dan Pemukiman

	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan
	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana lingkungan perumahan di perdesaan tertinggal dan kawasan kumuh perkotaan
	65%
	70%
	Dinas Pengairan dan Pemukiman

	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Pembangunan jalan dan jembatan provinsi di kabupaten/kota
	66%
	70%
	Bina Marga

	
	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan provinsi di Kabupaten/kota
	66%
	70%
	Bina Marga

	
	Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan
	Tersedianya sistem informasi / data base jalan dan jembatan yang terkini
	84%
	88%
	Bina Marga

	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan
	60,61%
	68,70%
	Bina Marga

	
	Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong
	Panjang saluran drainase yang dibangun
	84%
	88%
	Bina Marga

	
	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
	Ketersediaan data kondisi jalan dan jembatan
	84%
	88%
	Bina Marga

	
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi
	Tersedianya penyedia jasa dan SDM tenaga kerja jasa konstruksi yang profesional dan berkualitas
	84%
	88%
	Bina Marga

	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan pembangunan, perencanaan teknis   dan prioritas pembangunan perhubungan
	75%
	75%
	Dinas Perhubungan

	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan serta terlaksananya pengawasan dan pemantauan pelayanan angkutan
	70%
	75%
	Dinas Perhubungan

	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan
	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan
	25 Unit
	25 unit
	Dinas Pertambangan dan Energi

	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	Jumlah kegiatan penertiban penyelenggara Postel dan pengguna frekuensi radio
	28 kl
	28 kl
	Dinas Komunikasi dan Informasi

	Memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana
	Program Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan
	Terlaksananya pembangunan prasarana dan sarana bangunan gedung, cagar budaya, lansekap dan tata lingkungan lainnya
	45%
	52%
	Dinas Pengairan dan Pemukiman

	
	Program Tanggap Darurat Infrastruktur
	Ketepatan dan kecepatan langkah penanganan tanggap darurat bencana
	82%
	86%
	Dinas Pengairan dan Pemukiman

	
	Program Pengendalian Banjir
	Terkendalinya bencana banjir sehingga terlindunginya sarana dan prasarana umum serta areal pertanian
	70%
	75%
	Dinas Pengairan dan Pemukiman

	
	Program Tanggap Darurat Infrastruktur
	Penanganan gangguan infrastruktur jalan akibat bencana alam yang cepat dan tanggap
	80%
	80%
	Bina Marga



B. 	Bidang Investasi (Perizinan Cepat, Mudah, dan Murah)
· Menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan perijinan bagi investor-investor baru (cepat, mudah, dan murah) sehingga akan menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, dan mengikis kriminalitas.
· Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, sehingga investor dapat terus mengembangkan usahanya dan ikut memajukan perekonomian Lampung.
· Memberikan informasi potensi peluang usaha dan memfasilitasi kemitraan yang diinginkan oleh dunia usaha.
Kondisi ini sejalan dengan target sasaran sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 khususnya sasaran prioritas pada Tahun kedua pelaksanaan RPJMD sebagai berikut :
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Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung 
Bidang Investasi Tahun 2016
	Prioritas Pembangunan
	Program/ Pembangunan 
	Kinerja
	SKPD

	
	
	Indikator
	Target
	

	
	
	
	2015
	2016
	

	Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	Tercapainya peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	100%
	100%
	Badan Penanaman Modal Perizinana dan Pelayanan Terpadu

	
	Program Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama
	Melaksanakan promosi dengan maksimal dan terwujutnya kerjasama dibidang penanaman modal
	100%
	100%
	Badan Penanaman Modal Perizinana dan Pelayanan Terpadu

	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal
	Tercapainya Pelayanan Publik yang Prima
	100%
	100%
	Badan Penanaman Modal Perizinana dan Pelayanan Terpadu

	
	Program Peningkatan dan Pengembangan
Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
	Meningkat dan Berkembangnya Kelembagaan
Koperasi dan UMKM melalui penambahan
jumlah koperasi aktif menjadi 3.250 unit, penyerapan jumlah tenaga kerja menjadi
8.089 orang dan jumlah UMKM menjadi
414.398
	100%
	100%
	Dinas Koperasi
UMKM

	
	Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan kemitraan
	Persentase kualitas penyelenggaraan pembangunan yang tertib administrasi
	100%
	100%
	Biro Administrasi Pembangunan

	
	Program Peningkatan Pengelolaan Investasi
& Penyertaan Modal serta PPK-BLUD
	Terdatanya penyertaan modal Pemerintah
Daerah dan Dana Bergulir kepada Pihak
Ketiga
	1 doku men
	1 doku men
	Biro Keuangan

	
	Program Pengembangan Investasi untuk mendukung Peningkatan Ekonomi Daerah
	Terlaksananya Pengembangan Investasi untuk mendukung Peningkatan Ekonomi Daerah
	100%
	100%
	Biro Perekonomian

	
	Program Penanganan Konflik
	Meningkatkan koordinasi dan peran institusi/lembaga pemerintah dalam deteksi dini, cegah dini, lapor cepat dan penanganan konflik
	12 pkt
	12 pkt
	Badan Kesbang dan Politik Daerah

	
	Program Pengendalian Stabilitas Daerah
	terciptanya koordinasi yang baik dan harmonis antara Pemda Provinsi Lampung dengan Intelkam dan Mitra Kerja Bidang Kesatuan Bangsa se-Provinsi Lampung
	12 pkt
	12 pkt
	Badan Kesbang dan Politik Daerah

	
	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
	Terwujudnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban
	100%
	100%
	Kantor   Polisi Pamong Praja

	
	Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum)
	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum , tertib sosial serta penegakan Peraturan Daerah yang berkeadilan dalam kehidupan masyarakat
	90%
	95%
	Kantor   Polisi Pamong Praja



C. Bidang Reformasi Birokrasi (Bersih, Transparan,Profesional, dan Berjiwa Memberi dan Melayani)
· Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan ijin dan mempermudah birokrasi.
· Menyelenggarakan sistem pelayanan publik berlandaskan prinsip good governance menuju budaya pelayanan prima yang cepat, tepat dan berkualitas.
· Menciptakan tata pemerintahan dan mekanisme hubungan antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi demi terselenggaranya pembangunan yang terintegratif, efektif dan efisien.
· Mendukung dan memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum.
· Menyempurnakan sistem dan regulasi hukum daerah Lampung.
· Membina kesadaran hukum dengan pendekatan keagamaan dan sosial budaya.

Kondisi ini sejalan dengan target sasaran sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 khususnya sasaran prioritas pada Tahun kedua pelaksanaan RPJMD sebagai berikut :
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Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung 
Bidang Reformasi Birokrasi
	Prioritas Pembangunan
	Program/ Pembangunan 
	Kinerja
	SKPD

	
	
	Indikator
	Target
	

	
	
	
	2015
	2016
	

	Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	Terlaksananya pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dalam meningkatkan pembangunan daerah
	100%
	100%
	Biro Otonomi Daerah

	
	Peningkatan Kualitas Aparatur dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
	97,03%
	97,07%
	Badan Kepegawaian Daerah

	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	Meningkatnya upaya pengawasan dalam pencegahan tindakan korupsi
	100%
	100%
	Inspektorat

	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan
	Meningkatkan kemampunan dan keterampilan auditor dan P2UPD sebagai aparat pengawas
	100%
	100%
	Inspektorat

	
	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Meningkatnya mutu penyelenggaraan program pemerintahan daerah dalam mewujudkan Good Govermance
	100%
	100%
	Biro Umum

	
	Program Pendayagunaan Kinerja Aparatur
	Pemahaman dokumen PK, RK, Lakip, IKU, dokumen Budaya Kerja dan Sumber Daya Manusia, serta dokumen Manajemen Pengendalian antar SKPD, Provinsi dan Kab/Kota.
	100%
	100%
	Biro Organisasi

	
	Program Penataan Kelembagaan
	Terselenggaranya penataan Kelembagaan perangkat Daerah dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se- Provinsi Lampung
	100%
	100%
	Biro Organisasi

	
	Program Ketatalaksanaan
	Pencapaian Target Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
	100%
	100%
	Biro Organisasi

	
	Program Pendidikan Kedinasan
	Terlaksananya pendidikan kedinasan
	100%
	100%
	Badan Diklat Daerah

	
	Program Penyelesaian konflik - konflik pertanahan
	Terfasilitasinya penanganan masalah pertanahan di Provinsi Lampung
	100%
	100%
	Biro Tata Pemerintahan Umum

	
	Program Penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil
	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil
	100%
	100%
	Biro Tata Pemerintahan Umum

	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pernc Pemb Daerah
	100%
	100%
	BAPPEDA

	
	Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan
	Tersusunya Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah
	100%
	100%
	BAPPEDA

	
	Program  Data Base Perencanaan
	Tersusunnya Data Base untuk kemudahan Perencanaan
	100%
	100%
	BAPPEDA

	
	Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah
	Tercapainya Pelaksanaan Koord & Fasilitasi Prov Lpg
	100%
	100%
	BAPPEDA

	
	Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
	Terealisasinya Subtansi Dokumen Perencanaan yang Legal
	100%
	100%
	BAPPEDA

	
	Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Pembangunan Daerah
	Terususunya Program Pembangunan
	100%
	100%
	BAPPEDA

	
	Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
	Tingkat ketepatan waktu dan akurasi penyampaian informasi pengelolaan keuangan daerah
	70%
	75%
	Biro Keuangan

	
	Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah
	APBD Tepat Waktu
	1
Doku me n
	1
Doku me n
	Biro Keuangan

	
	Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
	Opini Capaian Kinerja Keuangan
	WTP
	WTP
	Biro Keuangan

	
	Program Pembinaan, Pengembangan dan Perkuatan Desa, Administrasi dan Kelembagaan Desa
	Meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
	Kab/ Kota
	Kab/ Kota
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

	
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	Terwujudnya standarisasi dan perlindungan konsumen dengan meningkatnya penggunaan SNI wajib, pengawasan barang yang diperdagangakan, jumlah alat UTTP yang di tera hingga 12.400 unit serta peningkatan pasar tertib ukur
	100%
	100%
	Dinas Perdagangan

	
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM
	Meningkatnya Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM
	100%
	100%
	Dinas Koperasi UMKM

	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal
	Tercapainya Pelayanan Publik yang Prima
	100%
	100%
	Badan Penanaman Modal Perizinana dan Pelayanan Terpadu

	
	Program peningkatan pelayanan pajak
	Meningkatnya peningkatan pelayanan pajak
	100%
	100%
	Dipenda

	
	Program peningkatan pelayanan pendapatan  non pajak
	Meningkatnya peningkatan pelayanan pendapatan  non pajak
	100%
	100%
	Dipenda

	
	Program peningkatan pelayanan teknologi informasi pendapatan daerah
	Meningkatnya peningkatan pelayanan teknologi informasi pendapatan daerah
	100%
	100%
	Dipenda

	
	Program Pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan daerah
	Meningkatnya Pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan daerah
	100%
	100%
	Dipenda

	
	Program pengembangan pelayanan pada unit pelaksana teknis daerah
	Meningkatnya pengembangan pelayanan pada unit pelaksana teknis daerah
	100%
	100%
	Dipenda

	
	Program peningkatan pelayanan pendapatan  non pajak
	Meningkatnya peningkatan pelayanan pendapatan  non pajak
	100%
	100%
	Dipenda

	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan serta terlaksananya pengawasan dan pemantauan pelayanan angkutan
	70%
	75%
	Dinas Perhubungan

	
	Program Pembangunan   Sarana dan Prasarana Perhubungan
	Tersedianya fasilitas keselamatan dan peningkatan pelayanan di bidang perhubungan
	75%
	80%
	Dinas Perhubungan

	
	Program Pengembangan Perumahan
	Peningkatan dukungan terhadap pengaturan dan pengawasan kebijakan tentang perumahan yang menjadi kewenangan provinsi
	100%
	100%
	Dinas Pemukiman dan Pengairan

	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya pelayanan sosial bagi orang terlantar dan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran (KTK PM) serta terpenuhinya kebtuhan dasar bagi korban bencana.
	1 thn kegiatan
	1 thn kegiatan
	Dinas Sosial

	
	Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	Persentase terlaksananya  koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan  bidang sosial dan kemasyarakatan serta penanggulangan bencana di Kab/Kota se-Provinsi Lampung
	100%
	100%
	Biro Bina Sosial

	
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	Persentase terlaksananya koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dalam rangka perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan  di Provinsi Lampung
	100%
	100%
	Biro Bina Sosial

	
	Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat Layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian
	Jumlah fasilitas museum ketransmigrasian yang dikembangkan menjadi pusat layanan informasi, edukasi dan sejarah
	11 unit
	11 unit
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
	Berjalannya peran mitra kerja pemerintah dalam menangani kekerasan
	52%
	55%
	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	
	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
	Terbentuknya Perda PUG, focal point dan pokja PUG di seluruh kab/kota di Provinsi Lampung
	60%
	66%
	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
	35%
	40%
	Biro perlengkapan dan Aset Daerah

	
	Program pengembangan komunikasi , informasi dan Media Massa
	Persentase Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
	5 Jenis, 8 Keg
	5 Jenis, 8 Keg
	Sekretariat KPID

	
	Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
	98%
	98%
	Biro Hukum

	
	Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
	Jumlah produk hukum daerah yang mengatur
pengelolaan sampah
	1 Raperda
	1 perda
	Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah

	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pelayanan Dinas Bina Marga
	81%
	82%
	Dinas Bina Marga

	
	Program Pengembangan Kreatifitas SDM
	Terwujudnya sumber daya manusia yang
profesional dan kajian kebijakan yang efektif
di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
	100%
	100%
	Dinas Pariwisata &
ekonomi kreatif







D. Bidang Pertanian
· Membangun infrastruktur pendukung pertanian dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan pertanian untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan daerah.
· Membangun sarana dan prasarana irigasi, normalisasi saluran air dan bendungan, reklamasi rawa untuk cadangan pangan, dan membangun tanggul penahan pada daerah rawan banjir.
· Membantu peminjaman modal pertanian dengan bunga rendah.
· Penguatan produktivitas UKMK dalam ekonomi kerakyatan berbasis agro industri/agrobisnis strategis, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap pasar tradisional.
· Peningkatan peran serta usaha kecil mikro, usaha menengah, dan koperasi dalam pengembangan berbagai jenis usaha.
· Fasilitasi dan pengembangan jaringan pemasaran bagi industri manufaktur, perdagangan dan jasa.
· Merevitalisasi dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan pertanian dan peternakan.

Kondisi ini sejalan dengan target sasaran sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 khususnya sasaran prioritas pada Tahun kedua pelaksanaan RPJMD sebagai berikut :
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Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung 
Bidang Pertanian
	Prioritas Pembangunan
	Program/ Pembangunan 
	Kinerja
	SKPD

	
	
	Indikator
	Target
	

	
	
	
	2015
	2016
	

	Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan.
	Peningkatan produktivitas lahan pertanian
	0.86
%/thn
	0.86
%/thn
	Dinas Pertanian TP dan Horti

	 
	Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan.
	Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan.
	2.14
%/thn
	2.14
%/thn
	Dinas Pertanian TP dan Horti

	 
	Program Peningkatan Produksi Pertanian Hortikultura.
	Peningkatan Produksi Pertanian Hortikultura.
	1.74
%/thn
	1.74
%/thn
	Dinas Pertanian TP dan Horti

	 
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan.
	Meningkatnya nilai tambah seta akses pemasaran produk.
	0.7
%/thn
	0.9
%/thn
	Dinas Pertanian TP dan Horti

	 
	Program Peningkatan Pelayanan Mutu.
	Meningkatnya kualitas dan akses sertifikasi/registrasi produk.
	1 pkt
	1 pkt
	Dinas Pertanian TP dan Horti

	 
	Program Peningkatan Kesejateraah Petani
	Meningkatkan pendapatan petani (Rp/ha/tahun)
	30%
	35%
	Dinas Perkebunan

	
	Program Peningkatan Kesejahteran Petani.
	Peningkatan Kesejahteran Petani.
	100%
	100%
	Biro Perekonomian

	 
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
	Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah
	30%
	50%
	Dinas Perkebunan

	 
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
	Adopsi inovasi teknologi pekebunan (kelompok tani yang mengadopsi inovasi teknologi perkebunan)
	50%
	70%
	Dinas Perkebunan

	 
	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
	Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas komoditas perkebunan
	15%
	25%
	Dinas Perkebunan

	 
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB (%)
	100%
	100%
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

	 
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
	Meningkatnya status kesehatan hewan dan menurunnya kasus penyakit hewan
	100%
	100%
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

	 
	Program Pengolahan dan   Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
	Meningkatnya nilai tambah, daya saing, pangsa pasar produk peternakan
	100%
	100%
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

	 
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi, Sarana dan Prasarana Peternakan
	Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan sapras peternakan
	100%
	100%
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

	 
	Program Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH
	Peningkatan ketersediaan   pangan hewani yang ASUH
	100%
	100%
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

	 
	Program Peningkatan Kesejahteraan Peternak
	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani
	100%
	100%
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

	 
	Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	terwujudnya pengendalian, evaluasi, perencanaan dan monitoring penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
	100%
	100%
	Sekretariat Bakorluh

	 
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh dan Petani
	terwujudnya pengembangan dan peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani
	100%
	100%
	Sekretariat Bakorluh

	 
	Program Pengembangan Jejaring Kerjasama Agribisnis dan Kemitraan Agribisnis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	terwujudnya pengembangan jejaring kerjasama agribisnis dan kemitraan agribisnis pertanian, perikanan dan kehutanan
	100%
	100%
	Sekretariat Bakorluh

	 
	Program Penataan, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan
	terwujudnya penataan, penguatan dan pengembangan kelembagaan
	100%
	100%
	Sekretariat Bakorluh

	 
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan
	terwjudnya peningkatan dan pengembangan sistem penyelenggaraan penyuluhan
	100%
	100%
	Sekretariat Bakorluh

	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan
	80%

	85%
	Badan Ketahanan Pangan Daerah

	
	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut.
	Peningkatan Pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (15 lokasi)
	33%

	47%

	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton)
	80,46%
	84,45%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ton)
	91,11%
	93,22%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
	Penguatan Sistem Jaminan Keamanan Produk Perikanan (lembar Health Certificate/HC) dan Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/thn)
	92%
	94%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	Mengembangkan industri, pariwisata  dan ekonomi kreatif serta meningkatan daya saing koperasi & UMKM
	Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
	Terlaksananya program pengembangan sistem perdagangan dalam negeri melalu lancarnya sistem distribusi dan terpenuhinya kebutuhan pokok dan penting masyarakat serta meningkatnya penggunaaan produk dalam negeri
	100%
	100%
	Dinas Perdagangan

	
	Program Peningkatan Ekspor
	Meningkatnya volume ekspor hingga
10.528.040 ton dengan laju pertumbuhan ekspor sebesar 6,7% per tahun
	100%
	100%
	Dinas Perdagangan

	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Berkembangnya sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan UMKM melalui peningkatan akses permodalan dan teknologi tepat guna serta peningkatan promosi produk Koperasi dan UMKM
	100%
	100%
	Dinas Koperasi UMKM

	Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
	Terwujudnya lembaga ekonomi pedesaan yang maju dan mandiri
	104 desa
	125 desa
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
	Peningkatan kinerja pengelolaan jaringan irigasi saluran primer dan sekunder sepanjang 3.840 m yang terdapat pada 19 Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi (seluas 16.640 ha)
	78%
	80%

	Dinas Pengairan dan Pemukiman




E. Bidang Kesehatan
· Meningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan mempermudah birokrasi.
· Mempermudah serta memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan yang berlaku di rumah sakit pemerintah dan pembayarannya ditanggung oleh pemerintah.
· Pendirian dan peningkatan fasilitas rumah sakit untuk mengurangi overload pasien di rumah sakit daerah.
· Peningkatan bantuan, infrastruktur, pelayanan puskesmas, danrumah sakit di kabupaten/kota.
· Memberi bantuan operasional biaya kesehatan gratis untuk keluarga miskin.

Kondisi ini sejalan dengan target sasaran sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 khususnya sasaran prioritas pada Tahun kedua pelaksanaan RPJMD yaitu meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan AKB, secara rinci disajikan pada tabel berikut :
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Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung 
Bidang Kesehatan
	Prioritas Pembangunan
	Program/ Pembangunan 
	Kinerja
	SKPD

	
	
	Indikator
	Target
	

	
	
	
	2015
	2016
	

	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Persentase terlaksananya koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan pengembangan bidang kesehatan dan pelayanan KB  di Kab/Kota se-Provinsi Lampung
	100%
	100%
	Biro Bina Sosial

	
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Cakupan Rawat Jalan Puskesmas
	15%
	15%
	Dinas Kesehatan

	
	Upaya Kesehatan Perorangan
	Rumah Sakit Terakreditasi
	60%
	70%
	Dinas Kesehatan

	
	Promosi Kesehatan
	Desa siaga aktif
	95%
	100%
	Dinas Kesehatan

	
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
	BOR LOS TOI
BTO GDR
NDR
	94,1%.
4,5 Hari
0,24
Hari 77,29
63K/1a0li00
.
29/1000
.
	94,2%.
4,4 Hari
0,23
Hari 77,30
60/1K00a0li
. 26/1000
.
	RSU Abdul Muluk

	
	Program Upaya Kesehatan Perorangan
	Jumlahtri home visitPasien Psikiatri yang mengikuti kegiatan rehabilitasi dan yang mendapat pelayanan psikiater
	100%
	100%
	Rumah Sakit Jiwa Daerah

	
	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan dan informsi tentang kesehatan jiwa
	100%
	100%
	Rumah Sakit Jiwa Daerah

	
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan
	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi NAPZA
	-
	95%
	Rumah Sakit Jiwa Daerah

	
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	Tercapainya pola kemitraan lintas sektoral
	0%
	95%
	Rumah Sakit Jiwa Daerah

	
	Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan ibu melahiran dan anak
	Persalinan oleh Tenaga kesehatan terlatih
	91%
	92%
	Dinas Kesehatan

	
	Perbaikan Gizi Masyarakat
	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)
	77%
	79%
	Dinas Kesehatan

	
	Upaya Kesehatan Tradisional
	Puskesmas  melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, komplementer alternatif
	30 UT
	45 UT
	Dinas Kesehatan

	
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
	100%
	100%
	Rumah Sakit Jiwa Daerah

	
	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
	Terliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
	100%
	100%
	Rumah Sakit Jiwa Daerah

	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Jumlah Puskesmas dan Tenaga kesehatan yang memperoleh binaan tentang kesehatan jiwa
	100%
	100%
	Rumah Sakit Jiwa Daerah

	
	Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan (PKMPK)
	Persentase rencana kerja dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan
	100%
	100%
	Rumah Sakit Jiwa Daerah

	
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
	Tercapainya 13 Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
	100%
	100%
	Rumah Sakit Jiwa Daerah

	
	Alat Kesehatan dan Makanan minuman
	Persentase  Sarana distribusi  Alat Kesehatan yang memenuhi syarat
	70%
	70%
	Dinas Kesehatan

	
	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
	Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit
	80%.
	85%.
	RSU Abdul Muluk

	
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
	Terpeliharannya sarana dan prasarana rumah sakit
	75%.
	85%.
	RSU Abdul Muluk

	
	Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk
	15
	1600%
	Dinas Kesehatan

	
	Obat & Perbekalan Kesehatan
	Ketersediaan obat dan Vaksin
	96%
	97%
	Dinas Kesehatan

	
	Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan
	Persentase Anggaran Kesehatan pada APBD Propinsi Lampung
	10%
	10%
	Dinas Kesehatan

	
	Program Sumber Daya Kesehatan
	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang kompeten di bidangnya
	-
	95%
	Rumah Sakit Jiwa Daerah

	
	Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
	Anggaran Kesehatan per kapita 
	90
	92
	Dinas Kesehatan

	
	Program Peningkatan Peran Rumah Sakit Dalam Pendidikan dan Penelitian Kesehatan
	Terpeliharannya sarana dan prasarana rumah sakit dan tenaga praktek
	20
	25
	RSU Abdul Muluk

	
	Pemberantasan Penyakit
	Angka Keberhasilan pengobatan  (succes  rate)
	98%
	98,00%
	Dinas Kesehatan

	
	Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
	Desa Universal Child Immunization (UCI)
	100%
	100%
	Dinas Kesehatan

	
	Peningkatan Kesehatan Lingkungan
	Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
	69,6%
	77,20%
	Dinas Kesehatan

	
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan  (RSUAM)
	Jaminan pelayanan pasien yang tidak menjadi anggota BPJS
	100%.
	100%.
	RSU Abdul Muluk



F. Bidang Pendidikan
· Meningkatkan kualitas SDM dan melestarikan budaya daerah Lampung.
· Melaksanakan amanat Undang-undang dengan mengimplementasikan pendidikan gratis 12 tahun dan disertai dengan pengawasan materi pendidikan dan kualitas guru.
· Memfasilitasi dan memperbaiki infrastruktur pendidikan dasar, menengah, dan atas, madrasah dan pondok pesantren.
· Program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.
· Pengembangan sekolah kejuruan khususnya yang berbasis agribisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk mendukung pembangunan SDM dan memajukan daerah Lampung.
· Membina kegiatan kepemudaan, pendidikan ekstra kurikuler, dan kepramukaan.
· Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah Lampung melalui pembangunan pusat-pusat kebudayaan dan pengelenggaraan event-event budaya yang menjadi pendukung utama pariwisata serta daya tarik bagi masyarakat lokal maupun internasional untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kondisi ini sejalan dengan target sasaran sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 khususnya sasaran prioritas pada Tahun kedua pelaksanaan RPJMD Bidang Kesehatan yaitu meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan AKB, secara rinci disajikan pada tabel berikut :
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Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung 
Bidang Pendidikan
	Prioritas Pembangunan
	Program/ Pembangunan 
	Kinerja
	SKPD

	
	
	Indikator
	Target
	

	
	
	
	2015
	2016
	

	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
	Program Peningkatan Koordinasi Sumber Daya Pendidikan
	Terwujudnya Peningkatan Potensi Pendidikan Formal yang Berkualitas di Kab/Kota di Provinsi Lampung
	100%
	100%
	Biro Bina Mental

	
	Program Pendidikan Nonformal dan Informal
	Persentase ketersediaan  lemaga dan hasil pengkajian program Nonformal dan Informal
	70%
	75%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	
	Program Pendidikan Dasar
	Persentase ketercap aian SPM Pendidikan Dasar Kab/kota dan Satuan Pendidikan
	35%
	40%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	
	Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana ibadah di sekolah
	54%
	60%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	
	Program Kegiatan Belajar Mengajar
	Rasio Jumlah Ruang lab dan perpustakaan
/Jumlah SMP, SMA,  SMK dan sarana prasarana lainnya
	65%
	66%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	
	Program Pendidikan Menengah
	Angka Partisipasi Kasar  (APK) SMA/MA sederajat
	70%
	72%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	
	Program Pendidikan Tinggi
	Peningkatan APK perguruan tinggi;
	20%
	23%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Meningkatnya Kualifikasi akademik dan Kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan
	69%
	75%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
	Persentase guru  yang mampu memanfaatkan teknologi dalam proses dan pelaksanaan pembelajaran.
	40%
	45%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	Meningkatnya Angka Melek Huruf, meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal dan informal yang bermutu
	96%
	97%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	
	Program Pendidikan Luar Biasa
	Setiap kab/kota melaksanakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus
	80%
	82%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	
	Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
	meningkatnya fungsi dan terpeliharanya cagar budaya dan aset daerah bernilai budaya
	30%
	40%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	Meningkatnya mutu pengelolaan setiap satuan pendidikan
	45%
	50%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	
	Program Pelayanan Manajemen Keolahragaan, Kepemudaan dan Kepramukaan
	Tersedianya data hasil evaluasi dan pelaporan yang baik di bidang Keolahragaan, Kepemudaan dan Kepramukaan
	100%
	100%
	Dinas Pemuda dan Olahraga

	
	Program Pembinaan Anak Terlantar Meningkatnya keterampilan sosial dan
	Meningkatnya keterampilan sosial dan
keterampilan kerja anak putus sekolah
terlantar, pelayanan kesejahteraan sosial bagi
anak terlantar serta pelayanan dan
perlindungan sosial bagi anak


	1 Th Kegiatan
	1 Th Kegiatan
	Dinas Sosial

	
	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan
Olahraga Dan Seni Budaya Daerah Lampung
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga dan seni budaya
Daerah Lampung
	100%
	100%
	KORPRI

	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Semakin dikenalnya keragaman budaya
Lampung
	100%
	100%
	Badan Perwakilan
Pemprov Lampung
di Jakarta

	
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Semakin terjalinnya kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
	100%
	100%
	Badan Perwakilan
Pemprov Lampung
di Jakarta

	
	Program Peningkatan Apresiasi Masyarakat terhadap Seni dan Budaya Daerah
	Meningkatnya Pengetahuan Bahasa,Budaya dan Aksara Lampung Bagi Masyarakat Lampung
	7
Kegiatan

	7
Kegiatan

	Biro Bina Mental

	
	Program Pengembangan Kemitraan
	Terwujudnya sinkronisasi program, penataan
dan pengembangan kebudayaan dan
pariwisata antar sector dan berbagai pelaku
bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, baik
tingkat pusat dan daerah
	100%
	100%
	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif

	
	Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan
Budaya
	Terwujudnya ekonomi kreatif berbasis seni
budaya yang bernilai tambah dan berdaya
saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan
dan kualitas hidup masyarakat Lampung
	100%
	100%
	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif




Sasaran lain yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah target Millennium Development Goals (MDGs), yaitu komitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang  sangat  mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.  
Deklarasi ini merupakan kesepakatan mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu:
· Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,
· Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,
· Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,
· Menurunkan Angka Kematian Anak,
· Meningkatkan Kesehatan Ibu,
· Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,
· Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan
· Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi MDGs, Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakannya serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan program pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah, dan panjang.  Pada hakikatnya setiap tujuan dan target MDGs telah sejalan dengan program pemerintah jauh sebelum MDGs menjadi agenda pembangunan global dideklarasikan. Potret dari kemakmuran rakyat diukur melalui berbagai indikator seperti bertambah tingginya tingkat pendapatan penduduk dari waktu ke waktu, kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang membaik, bertambah banyaknya penduduk yang menempati rumah layak huni, lingkungan permukiman yang nyaman bebas dari gangguan alam dan aman. Penduduk mempunyai kesempatan untuk mengakses sumber daya yang tersedia, lapangan kerja yang terbuka untuk semua penduduk, serta terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.
[bookmark: _Toc422215823][bookmark: _Toc422992349]Tabel 4. 9
Korelasi Prioritas Provinsi Lampung
dalam Merespon Program MDGs

	No.
	Tujuan Pembangunan MDGs
	Program Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung 2015-2019

	1
	Memberantas kemiskinan dan kelaparan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

	
	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja

	2
	Mencapai pendidikan dasar untuk semua
	Program Pendidikan Non Formal

	
	
	Program Pendidikan Luar Biasa

	
	
	Program Pendidikan Menengah

	
	
	Program Pendidikan Menengah Kejuruan

	
	
	Program Pendidikan Luar Biasa

	
	
	Program Pendidikan Tinggi Vokasi

	3
	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
	Program Penguatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Politik

	4
	Menurunkan angka kematian anak
	Program Upaya kesehatan

	
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

	5
	Meningkatkan kesehatan ibu
	Program Upaya kesehatan

	
	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

	6
	Mengendalikan HIV, AIDs, Malaria dan Penyakit menular lainnya
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

	
	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

	
	
	Program Akeselerasi Pengembangan dan Pengadaan Sumber Daya Kesehatan (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Ahli Kesehatan Masyarakat, Ahli Gizi, dan Apoteker)

	7
	Menjamin kelestarian lingkungan hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

	
	
	Program Rehabilitasi Dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

	
	
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

	8
	Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan
	Program pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan agribisnis pertanian, perikanan dan kehutanan

	
	
	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi



Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (public policy) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen). Adapun nilai strategis tersebut yaitu : 
Pertama, 	bagi pemerintah daerah, standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolok ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan;
Kedua, 	bagi masyarakat, standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).	 
Terkait dengan hal tersebut terdapat kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh pihak Provinsi sebagai berikut :
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Korelasi Prioritas Provinsi Lampung dalam Mendukung SPM

	No.
	Standar Pelayanan 
Minimum
	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung

	1.
	Bidang Sosial
	Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif;

	2.
	Bidang Lingkungan Hidup
	Memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana.

	3.
	Bidang Perumahan Rakyat
	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;

	4.
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;

	5.
	Bidang Ketenagakerjaan
	Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan;

	6.
	Bidang Ketahanan Pangan
	Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional

	7.
	Bidang Kesenian
	Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;

	8.
	Bidang Perhubungan
	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;

	9.
	Bidang Penanaman Modal
	Mengembangkan industri, pariwisata  dan ekonomi kreatif serta meningkatan daya saing koperasi & UMKM;



4.4 [bookmark: _Toc422215313][bookmark: _Toc422992163]PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PROVINSI LAMPUNG

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan tahun 2016 juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.  
Dalam Penataan Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Provinsi Lampung terdapat dua Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan, yaitu :
1. Kawasan Selat Sunda, dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi Dasar pertimbangan penetapan kawasan tersebut adalah kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tersambungnya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Di samping itu pada kawasan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata terutama pada kawasan Krakatau yang merupakan world heritage.

2. Kawasan Perbatasan Negara di pesisir timur Provinsi Lampung yang berhadapan dengan laut lepas/Samudera Hindia dengan fungsi strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Dalam upaya mengurangi disparitas pembangunan antara kawasan pusat pertumbuhan (Kota Bandar Lampung) dengan kawasan-kawasan di sekitarnya dan upaya optimalisasi potensi kawasan, maka diperlukan strategi pengembangan wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki peran strategis sebagai motor penggerak bagi pembangunan kawasan-kawasan di sekitarnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi.
[bookmark: _Toc422215826][bookmark: _Toc422992181]Gambar 4. 2
Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Lampung
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Kawasan yang berpotensi strategis dalam skala Provinsi Lampung dan perlu dikembangkan terbagi menjadi :


A. Aspek Ekonomi
1. Kawasan Metropolitan Bandar Lampung 
Dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Lingkup dari kawasan metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Pengembangan kawasan metropolitan diarahkan sedemikian sehingga suatu pusat kegiatan dapat mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial ekonominya. Dengan pengembangan Kawasan Metropolitan maka berbagai persoalan pembangunan dapat dieleminir melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu, pengelolaan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan karena terciptanya ruang-ruang terbuka hijau lebih banyak, sementara di sisi lain berbagai aspek positif konsep metropolitan seperti: menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan yang lebih banyak daripada umumnya kawasan perkotaan serta ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang lebih efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan, pemasaran dan prasarana ekonomi lainnya yang lebih baik dibandingkan kawasan perkotaan. 

Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung juga didukung oleh pengembangan beberapa fungsi utama dari sub kawasan di dalamnya, yaitu :
· Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang di Kota Bandar Lampung
Kawasan pelabuhan terpadu terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan, dan antar moda transportasi.  
· Kawasan Bakauheni memiliki nilai sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera dari arah Jawa. Selain itu kawasan ini harus dipersiapkan terkait perkembangan wilayah akibat tersambungnya Sumatera dengan Jawa melalui pembangunan Jembatan Selat Sunda, melalui penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang memadai. 

2. Kawasan Agropolitan 
Di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang. Provinsi Lampung merupakan pemasok utama tanaman padi dan palawija di Indonesia, bahkan merupakan produsenn terbesar gula untuk indonesia, yaitu sekitar 30% dari kebutuhan gula di Indonesia.

3. Kota Terpadu Mandiri (KTM) 
Berada Kabupaten Mesuji. Dengan adanya pengembangan ini diharapkan mampu mendistribusikan pusat-pusat perekonomian, sehingga tidak terkonsentrasi di ibukota daerah. Kawasan niaga terpadu di Lampung Tengah diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Lampung bagian tengah, sedangkan KTM diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah Provinsi Lampung bagian utara. 
4. Kawasan Berikat tambak udang   
Berada di Kabupaten Tulang Bawang dan kabupaten Mesuji. Di kawasan ini ada beberapa perusahaan besar dan tambak rakyat, merupakan salah satu kawasan tambak terbesar di Indonesia. 
5. Kawasan Agro Minapolitan 
Berada di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Timur. 

6. Pusat Kegiatan Lokal yang akan dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah/PKWp. 
Sebagai upaya untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas pengembangan ke depan, sehingga kawasan ini dalam 5 (lima) tahun ke depan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah. Adapun PKWp yang dimaksud adalah:
· Sukadana di Kabupaten Lampung Timur;
· Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
· Pringsewu di Kabupaten Pringsewu;
· Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran ;
· Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
· Terbanggi Besar-Bandar Jaya dan Gunung Sugih (TERBAGUS) di Kabupaten Lampung Tengah;
· Mesuji di Kabupaten Mesuji;
· Panaragan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

B. Aspek Lingkungan Hidup
Kawasan Strategis untuk kepentingan lingkungan hidup ini mencakup:
1. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Way Kambas, merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan asset nasional (Kawasan Lindung Nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punahyang harus dilindungi dan dilestarikan. 
2. Kebun Raya Liwa, di Kabupaten Lampung Barat. 
3. Kawasan Batutegi, di Kabupaten Tanggamus. 
C. Aspek Sosial Budaya
Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial budaya ini mencakup:
1. Pengembangan kawasan olahraga terpadu di Kemiling (Kota Bandar Lampung)
Dilengkapi dengan sarana prasarana berstandar nasional. Pengembangan Kawasan Olah Raga Terpadu di Kemiling saat ini didasarkan pada upaya PEMDA Provinsi Lampung untuk menciptakan atlet-atlet handal di berbagai bidang di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu perlu didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang berskala nasional dan internasional, baik untuk latihan maupun menciptakan event-event olahraga sebagai upaya peningkatan kemampuan atlet di kancah nasional maupun internasional. Saat ini telah terdapat GOR Saburai di Enggal ke Kecamatan Kemiling, yang dapat dijadikan cikal bakal Kawasan Olah Raga Terpadu dimaksudkan untuk mendistribusikan beban spasial pusat kota ke wilayah pinggiran yang masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Pembangunan ini juga dimaksudkan untuk membudayakan hidup sehat bagi masyarakat.

2. Pusat pendidikan terpadu berbasis potensi lokal 
Dikembangkan di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro. Dengan adanya pendidikan yang terpadu ini diharapkan akan dihasilkan  sumberdaya manusia terampil yang mampu menghasilkan berbagai inovasi untuk mengolah sumberdaya alam Lampung yang melimpah.
3. Aspek Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi
Kawasan Strategis untuk kepentingan Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi ini mencakup Kawasan Industri Lampung di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Terkait dengan penetapan kawasan trategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Provinsi adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan masterplan prasarana kawasan, serta pengelolaannya.
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